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Abstrak
Penyalahgunaan narkotika sulit untuk dihentikan, termasuk kalangan generasi muda. Hal ini sangat
berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda merupakan
penerus cita-cita bangsa dan negara. Secara pribadi, dampak penyalahgunaan narkotika sangat
merugikan diri sendiri, melahirkan generasi pemalas dan kriminal. Kerugian yang ditimbulkan tidak
saja menyangkut pada aspek fisik dan psikis, akan tetapi juga menimbulkan dampak sosial, politik
dan budaya.
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Abstract
Difficult to stop drug abuse, including the younger generation. It is very influential on the life of the
nation and the next state, because the younger generation is the successor to the ideals of the nation
and the state. Personally, the impact of drug abuse is very detrimental to themselves, gave birth to
generations of idlers and criminals. Losses incurred not only involves the physical and

psychological aspects, but also raises the social, political and cultural.

Keywords: Narcotics, BNN

A. Pendahuluan

Pada dasarnya peredaran narkotika guna
kepentingan kesehatan di Indonesia apabila
ditinjau dari aspek yuridis dilindungi oleh
peraturan  perundang-undangan, antaranya
melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika. Dalam undang-un-
dang tersebut, substansinya antara lain mela-
rang penggunaan narkotika tanpa izin dari pi-
hak yang memiliki kewenangan. Keadaan
yang demikian ini dalam tataran empirisnya,
penggunaan narkotika sering disalahgunakan
bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu
pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu,
dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan
berkembang pesat. Kegiatan ini berimbas pada
rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai
narkotika khususnya generasi muda.'

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia
sudah merupakan masalah yang serius dan
mengkhawatirkan yang harus dicarikan penye-
lesaiaannya. Dari tahun ke tahun kasus yang
terjadi akibat penyalahgunaan narkotika terus
meningkat. Penyalahgunaan Narkotika meru-
pakan kejahatan luar biasa atau "extraordinary
crime", yang sangat dikecam oleh dunia kare-

na dampaknya dapat menyentuh hampir selu-
ruh aspek kehidupan masyarakat, dari segi
ckonomis hingga psikologis dan narkotika ter-
masuk dalam kejahatan tersebut, selain teroris-
me dan korupsi.

Kejahatan narkotika telah menjadi keja-
hatan internasional, maka dalam menangani
masalah kejahatan narkotika perlu adanya
kerjasama antar negara, guna efektifnya upaya
pencegahan atau penanggulangan penyalahgu-
naan narkotika sesuai dengan sistem hukum
dan sistem administrasi negara masing-ma-
sing. Hal ini diatur dalam Undang-undang No.
7 Tahun 1999 tentang Pengesahan “United Na-
tion Convention Against lllicit Trafict in Nar-
cotic Drug and Psychotropic (Konvensi Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberanta-
san, Peredaran gelap Narkotika dan Psikotro-
pika Tahun 1988). Dari segi ekonomis, keru-
gian negara yang diakibatkan dari kejahatan
narkoba, yakni mencapai sekitar Rp 48,2 tri-
liun pada 2011 diperkirakan meningkat hingga
Rp 57 triliun hingga akhir 2013. Belum lagi
ditambah dengan 40 orang meninggal dunia
setiap harinya dan itu belum termasuk korban
yang putus sekolah dan mengalami gangguan
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kejiwaan akibat zat-zat dalam barang haram
tersebut. Untuk narapidana narkotika menca-
pai 58.476 orang, yang bisa dibedakan antara
narapidana dengan pengguna yakni sekitar
15.200 orang, pengguna murni sekitar 2.000
orang dan pengguna juga pengedar 13.200
orang. Upaya rehabilitasi penyalahguna yang
masih sekitar 3,9 juta jiwa karena hanya se-
kitar 18.000 penyalah guna yang mendapatkan
rehabilitasi dari empat juta jiwa.

Narkotika beredar luas dalam kehidupan
masyarakat, menembus segala lapisan masya-
rakat, menembus segala lapisan masyarakat,
tidak hanya para pemuda, tetapi juga wanita,
anak-anak, ibu rumah tangga, bahkan ada juga
eksekutif, pejabat, aparat pemerintah, tokoh
masyarakat, politisi, pengangguran dan lains
sebagainya.

Tersangka penyalahgunaan narkotika
ini terdiri dari berbagai jenjang pendidikan
yaitu mulai dari tamatan SD sampai dengan
tamatan perguruan tinggi. Peningkatan kasus
narkotika ini terjadi hampir di seluruh daerah
di Indonesia, tanpa mengenal batas usia, pen-
didikan maupun status sosial lainnya. Indone-
sia merupakan salah satu daerah lalu lintas
narkotika bahkan pemasaran empuk bagi pere-
daran gelap narkotika yang menjadi sasaran-
nya adalah remaja dan dengan banyaknya pe-
ngangguran misalnya, yang memberikan jalan
yang menguntungkan peredaran narkoti-ka.’
Menurut hasil penelitian BNN kasus narkotika
terus meningkat sepanjang tahun dalam kurun
waktu sepuluh tahun terakhir ini. Sedangkan
kasus yang ditangani BNN, berupa tindakan
hukum sejak berlakunya Undang-undang No-
mor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika de-
ngan jumlah kasus 244 yang terdiri dari berba-
gai tindak pidana baik berupa penyalahgunaan
atau peredaran gelap.

Penyalahgunaan narkotika sulit untuk
dihentikan, termasuk kalangan generasi muda.
Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidu-
pan bangsa dan negara selanjutnya, karena
generasi muda merupakan penerus cita-cita
bangsa dan negara. Secara pribadi, dampak
penyalahgunaan narkotika sangat merugikan
diri sendiri, melahirkan generasi pemalas dan
kriminal. Kerugian yang ditimbulkan tidak
saja menyangkut pada aspek fisik dan psikis,
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akan tetapi juga menimbulkan dampak sosial,
politik dan budaya.

Pada dasarnya narkotika ditujukan untuk
kepentingan manusia, khususnya untuk pengo-
batan (kesehatan) dan untuk pengembangan
ilmu pengetahuan. Penggunaan narkotika de-
ngan dosis yang diatur oleh dokter untuk ke-
pentingan pengobatan tidak membawa akibat
pada tubuh manusia. Sebaliknya apabila peng-
gunaan narkotika tanpa pengawasan dok-ter
dan apoteker mengakibatkan kecanduan dan
hidupnya tergantung pada zat-zat narko-tika.
Apabila keadaan ini tidak dicegah maka jenis
narkotika yang digunakan akan semakin kuat
dan semakin besar pengaruhnya.’

Selain ketentuan undang-undang yang
telah ditetapkan pemerintah dan dengan meli-
hat berkembangnya permasalahan penyalah-
gunaan dan peredaran gelap narkotika yang se-
makin meningkat dan dalam menangani pem-
berantasan penyalahgunaan narkotika, maka
pada tahun 1999 pemerintah Indonesia mem-
bentuk lembaga baru melalui Kepres No. 116
Tahun 1999 yaitu; Badan Koordinasi Narkoti-
ka Nasional (BKNN) dengan tugas pokok me-
netapkan kebijaksanaan dan strategi serta
mengkoordinasikan semua lembaga departe-
men, non departemen. Karena lembaga
BKNN dinilai kurang efektif maka BKNN di
ubah menjadi Badan Narkotika Nasional
(BNN) dan bertanggung jawab kepada Presi-
den.

Dalam hal pemberantasan Tindak Pidana
Narkotika, berdasarkan Pasal 75 huruf a Un-
dang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika dinyatakan: “Dalam rangka mela-
kukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:
melakukan penyelidikan atas kebenaran lapo-
ran serta keterangan tentang adanya penya-
lahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika”.

Kemudian pemerintah menindak lanjuti
dengan mengeluarkan Inpres No. 3 tentang
penanggulangan penyalahgunaan dan pereda-
ran gelap narkotika. Berdasarkan Inpres No. 3
Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penya-
lahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika,
maka kepada segenap perangkat negara untuk
melaksanakan pengawasan serta penanggula-
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ngan penyalahgunaan narkotika termasuk ke-
pada Kepolisian RI.

B. Pokok Permasalahan
1. Bagaimana peranan BNN dalam upaya
pencegahanan penyalahgunaan narkoti-
ka?
2. Bagaimana kewenangan tindakan hu-
kum BNN dalam pemberantasan terha-
dap pelaku penyalahgunaan narkotika?

C. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah pendekatan yuridis empiris
yaitu pendekatan yang menckankan pada
kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek
hukum atau perundang-undangan yang berlaku
berkaitan dengan pokok permasalahan seba-
gaimana yang dilaksanakan oleh Badan Nar-
kotika Nasional (BNN). Supaya diketahui ke-
wenangan BNN dalam menangani pencegahan
atau penanggulangan serta tindakan hukum
dalam penyalahgunaan narkotika, serta koor-
dinasi antara BNN dengan pihak lainnya
dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika
serta kendala yang ditemui dalam pencegahan
penyalah-gunaan narkotika.

D. Keberadaan Badan Narkotika Nasional
(BNN)

Sejarah penanggulangan bahaya Narko-
tika dan kelembagaannya di Indonesia, dimulai
tahun 1971 sejak saat dikeluarkannya Instruksi
Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6
Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi
Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menang-
gulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang
menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu,
penanggulangan penyalahgunaan narkoba,
penanggulangan penyelundupan, penanggu-
langan kenakalan remaja, penanggulangan
subversi, pengawasan orang asing. Berdasar-
kan Inpres tersebut Kepala BAKIN memben-
tuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah
satu tugas dan fungsinya adalah menanggu-
langi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah
sebuah badan koordinasi kecil yang beranggo-
takan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan,
Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri,
Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada
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di bawah komando dan bertanggung jawab
kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mem-
punyai wewenang operasional dan tidak men-
dapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN me-
lainkan disediakan berdasarkan kebijakan in-
ternal BAKIN.°

Menghadapi permasalahan narkoba yang
berkecenderungan terus miningkat, Pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo-
nesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ten-
tang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-
undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdu-
rahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi
Narkotika Nasional (BKNN), dengan Kepu-
tusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasa-
kan tidak memadai lagi untuk menghadapi
ancaman bahaya narkoba yang makin serius.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17
Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasio-
nal, BKNN diganti dengan Badan Narkotika
Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lem-
baga forum dengan tugas mengoordinasikan
25 instansi pemerintah terkait dan ditambah
dengan kewenangan operasional.’

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapat-
kan alokasi anggaran dari APBN. Dengan
alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus
berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-
sama dengan BNP dan BNK. Namun karena
tanpa struktur kelembagaan yang memilki
jalur komando yang tegas dan hanya bersifat
koor-dinatif (kesamaan fungsional semata),
maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal
dan tidak akan mampu menghadapi permasa-
lahan narkoba yang terus meningkat dan
makin serius. Dengan berlakunya Peraturan
Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan
Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi
(BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
(BNK), maka lembaga tersebut memiliki ke-
wenangan operasional melalui kewenangan
Anggota BNN terkait dalam satuan tugas.
BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra
kerja pada tingkat nasional, propinsi dan ka-
bupaten/kota yang masing-masing bertang-
gung jawab kepada Presiden, Gubernur dan
Bupati/Walikota, dan yang masing-masing
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(BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai
hubungan struktural-vertikal dengan BNN.®
Menghadapi permasalahan narkoba yang cen-
derung meningkat, Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR
RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Nar-
kotika. Berdasarkan kedua undang-undang
tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman
Wahid) membentuk Badan Koordinasi Nar-
kotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan
Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan
Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) ada-
lah suatu badan koordinasi penanggulangan
narkoba yang beranggotakan 25 instansi peme-
rintah terkait.’

Badan Koordinasi Narkotika Nasional
diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik
Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai
tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil
dan alokasi anggaran sendiri. Pada mulanya
anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan
dari Markas Besar Kepolisian Negara Repub-
lik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya se-
cara maksimal. BKNN sebagai badan koordi-
nasi dirasakan tidak memadai lagi untuk
menghadapi ancaman bahaya narkoba yang
makin serius.

Badan Narkotika Nasional adalah lemba-
ga non-struktural yang berkedudukan diba-
wah dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden. Badan Narkotika Nasional sebagai
sebuah lembaga forum dengan tugas mengko-
ordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan
ditambah dengan kewenangan operasional,
mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah
terkait dalam perumusan dan pelaksa-
naan kebijakan nasional penanggula-
ngan narkotika

2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebija-
kanlo nasional penanggulangan narko-
ba.

Badan Narkotika Nasional mempunyai

tugas membantu presiden dalam :
a. Mengkoordinasikan instansi pemerin-
tah terkait dalam penyusunan kebijakan
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dan pelaksanaan kebijakan operasional
di bidang ketersediaan dan pencegahan,
pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, psikotro-
pika, prekursor dan bahan adiktif lain-
nya atau dapat disingkat dengan P4GN;
dan

b. Melaksanakan P4GN dengan memben-
tuk satuan tugas yang terdiri dari unsur
instansi pemerintah terkait sesuai de-
ngan tugas, fungsi, dan kewenangan-
nya masing-masing.'"

Kemudian Badan Narkotika Propinsi

mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

a. Mengoordinasikan perangkat daerah

dan instansi pemerintah di Provinsi

dalam penyusunan kebijakan dan

pelaksanaan kebijakan operasional

BNN di bidang ketersediaan dan
P4GN; dan

b. Membentuk satuan tugas sesuai ke-
bijakan operasional BNN yang terdiri
atas unsur perangkat daerah dan
instansi pemerintah di Provinsi sesuai
dengan tugas, fungsi dan kewena-
ngannya masing-masing.

Badan Narkotika Kabupaten/Kota mem-
punyai tugas membantu Bupati/Walikota
dalam :

a. Mengoordinasikan perangkat daerah
dan instansi pemerintah di Kebu-
paten/Kota,dalam
mengimplementasikan kebijakan dan
pelaksanaan operasional di bidang
P4GN.

b. Membentuk satuan tugas sesuai kebi-
jakan operasional BNN yang terdiri
atas unsur perangkat daerah dan ins-
tansi pemerintah di Kabupaten/Kota
sesuai dengan tugas, fungsi dan kewe-
nangannya masing-masing.

Keberadaan Badan Narkotika Nasional di-
dasarkan kepada konvensi-konvensi inter-
nasional yang telah diratifikasi oleh Indo-
nesia. Berdasarkan ratifikasi tersebut,
maka konvensi internasional tersebut
menjadi bagian dari hukum positif Indo-
nesia dan ketentuan-ketentuannya me-
ngikat Indonesia untuk dilaksanakan.'”



Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional ...

Konvensi-konvensi internasional yang
dimaksud antara lain :

a. Single Convention on Narcotics Drugs

1961, yang sudah diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1976, Pasal 35 (a) yaitu ;
Membuat pengaturan untuk koordinasi
pada lingkup nasional kegiatan-kegia-
tan pencegahan dan penegakan hukum
terhadap peredaran gelap narkotika
dan untuk hal ini perlu dibuat sebuah
badan yang mengkoordinasikan kegia-
tan-kegiatan tersebut .

b. Convention on Psychotropic Subs-
tances 1971, yang sudah diratifikasi
dengan Undang-undang No.8 Tahun
1996."

Visi Badan Narkotika Nasional yaitu
mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoti-
ka.

Sedangkan Misi dari Badan Narkotika
Nasional adalah :

a. Mengkoordinasikan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pe-
nyediaan legal, pencegahan dan pem-
berantasan penyalahgunaan dan pe-
ngedaran gelap narkoba dan prekursor
dari instansi pemerintah terkait.

b. Mendorong dan meningkatkan parti-
sipasi masyarakat, organisasi bukan
pemerintah, media massa dan sektor
usaha serta masyarakat luas dalam
program pencegahan dan penanggu-
langan penyalahgunaan dan pengeda-
ran gelap narkoba dan prekursor.

c. Melaksanakan kerjasama regional dan
internasional baik bilateral dan multi-
lateral.

d. Menyelenggarakan pengembangan ka-
pasitas SDM melalui program pela-
tihan, dan pengadaan prasarana dan
sarana, serta piranti lunak, termasuk
pengembangan  sistem  informasi
nasional narkoba yang terpadu dengan
sistem informasi narkoba regional dan
internasional.

e. Menyelenggarakan penelitian dan pe-
ngembangan tentang permasalahan

Slamet Pribadi

narkoba.'*

Perkembangan kelembagaan Badan Nar-
kotika Nasional sejak berdirinya, setidaknya
dapat dikatagorikan menjadi 3 (tiga periode)."”

Periode Pertama (1971-1999). Indonesia
sejak tahun 1971 telah melaksanakan tinda-
kan-tindakan yang bertujuan menanggulangi
bahaya narkotika, kala itu pemerintah Soeharto
mengantisipasi dengan menerbitkan Instruksi
Presiden Nomor: 6 Tahun 1971 yang mengins-
truksikan kepada Kabakin untuk mendirikan
Badan Koordinasi.

Badan kooordinasi pelaksanaan Inspres

6 Tahun 1971 yang menangani masalah

nasional yaitu: Pemberantasan uang

palsu, Penanggulangan penyalahgunaan
narkoba, Penanggulangan penyeludupan,

Penanggulangan kenakalan remaja, Pe-

nanggulangan subversi serta Penang-

gulangan orang asing.'®

Periode Kedua pada tahun (1999-2002).
Dengan berkembangnya permasalahan penya-
lahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang
semakin meningkat dan berdasarkan amanat
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 ten-
tang Narkotika Pasal 54, maka pada tahun
1999 pemerintah Indonesia membentuk Lem-
baga baru melalui Keppres Nomor 116 tahun
1999 yaitu Badan Koordinasi Narkotika Na-
sional (BKNN), dengan tugas pokok menetap-
kan kebijaksanaan dan strategi serta meng-
koordinasikan semua lembaga departermen-
Non departermen. Pada periode tersebut struk-
tur organisasi belum berjalan dengan baik dan
koordinasi hanya sebatas administrasi sedang
operasionalnya masih sporadis.

Periode Ketiga (2002-2004). Karena
lembaga yang ada hanya bersifat koordinatif
dan administratif dinilai kurang efektif, maka
memerlukan lembaga yang lebih operasional.
Selanjutnya, berdasarkan Keppres Nomor 17
Tahun 2002 dan Inpres Nomor 3 Tahun 2002,
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 dan
Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang
Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putu-
san MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, MA,
pada Sidang Tahun MPR RI Tahun 2002,
maka Badan Koordinasi Narkotika Nasional
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(BKNN) diru-bah menjadi Badan Narkotika
Nasional (BNN) dengan memiliki 25 anggota
dari Departermen serta lembaga pemerintah
terkait dengan Kapolri Selaku ketua Ex officio,
yang bertanggung jawab langsung kepada
Presiden. Tugas pokoknya mengoordinasikan
instansi pemerintah terkait dalam menyusun
kebijksanaan dan pelaksanaan di bidang keter-
sediaan dan P4GN serta melaksanakan PAGN
dengan membentuk satgas-satgas yang bersifat
operasional.

Sejak perubahan status kelembagaan
menjadi BNN pada tahun 2002 maka Polri
secara khusus telah memperbantukan 1 ( satu )
Direktorat yaitu Direktorat IV Narkoba Bares-
krim Polri untuk mendukung tugas operasional
dibawah kendali BNN. Dan sejak itu Badan
Narkotika Nasional makin diakui sebagai focal
point untuk masalah narkoba oleh badan-
badan Internasional di dunia. Merespon per-
kembangan permasalahan narkoba yang terus
meningkat dan makin serius, berdasarkan Ke-
tetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rak-
yat Republik Indonesia (MPRRI) Tahun 2002,
merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden untuk melakukan peru-
bahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1997 tentang Narkotika.'”

Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI
mengesahkan dan mengundangkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nar-
kotika, menggantikan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberi-
kan kewenangan penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana narkotika dan prekursor nar-
kotika, serta menjadikan status kelembagaan
BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-
Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal
ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi
dibentuk BNN Provinsi, dan di kabupaten/kota
dibentuk BNN Kabupaten/Kota.

Sejak berlakunya Undang-Undang No-
mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN
dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang di-
angkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Presiden. BNN dipimpin oleh seorang
Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan
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oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Presiden. Ke-
pala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris
Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi
yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberda-
yaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi
Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja
Sama.'®

Renstra BNN tahun 2010-2014 menjadi
pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
BNN yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan
Kerja di lingkungan BNN. Badan Narkotika
Nasional sebagai focalpoint dalam penanganan
permasalahan penyalahgunaan Narkoba di
Indonesia memiliki visi, misi, sasaran strategi
dan arah kebijakan dan strategi BNN sebagai
berikut:

Bersama instansi pemeritah terkait dan
komponen masyarakat, bangsa, dan negara
melaksanakan pencegahan, pemberdayaan ma-
syarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum
dan kerjasama di bidag PAGN.

Penguatan tata kelola pemerintahan di
lingkungan Badan Narkotika Nasional. Se-
dangkan sasaran strategis yang sudah di intreg-
rasikan dalam mencapai tujuan tersebut adalah
sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis terkait Peningkatan
daya tangkal (imunitas) masyarakat
terhadap bahaya penyalahgunaan Nar-
koba adalah:

1). Meningkatnya pengetahuan, pema-
haman, dan kesadaran siswa, maha-
siswa, pekerja, keluarga, dan ma-
syarakat rentan/resiko tinggi terha-
dap bahaya penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkoba.

2). Meningkatnya peranan instansi
pemerintah dan kelompok masya-
rakat dalam upaya menciptakan dan
meningkatkan pengetahuan, pema-
haman, dan kesadaran masyarakat
di lingkungan masing-masing ter-
hadap bahaya penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkoba.

b. Sasaran Strategis terkait Peningkatan
peran serta masyarakat dalam pence-
gahan dan pemberantasan penyalahgu-
naan dan peredaran gelap Narkoba.

1) Terciptanya lingkungan pendidi-
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kan, lingkungan kerja, masyarakat
rentan/resiko tinggi, dan lingku-
ngan keluarga bebas Narkoba me-
lalui peran serta instansi pemerin-
tah terkait dan komponen masya-
rakat, bangsa, dan negara.

2) Menurunnya produksi ganja dan
kawasan rawan penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkoba me-
lalui program Pengembangan Alter-
natif/Pengembangan Komunitas di
daerah perkotaan dan pedesaan.

Sasaran Strategis terkait Peningkatan

angka pemulihan  penyalahgunaan

dan/atau pecandu Narkoba dan pengu-
rangan angka relapse adalah:

1) Meningkatnya pelayanan program
terapi dan rehabilitasi penyalah-
guna dan atau pecandu Narkoba
dan kapasitas lembaga rehabilitasi
medis dan sosial.

2) Meningkatnya pelaksanaan prog-
ram pascarehabilitasi penyalahguna
dan/atau pecandu Narkoba.

Sasaran Strategis terkait Peningkatan

pemberantasan  sindikat  jaringan

penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkoba adalah:

1) Meningkatnya pengungkapan tin-
dak kejahatan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkoba.

2) Terungkapnya jaringan sindikat pe-
redaran gelap Narkoba Dalam dan
Luar Negeri.

3) Disitanya barang bukti dan aset
yang berkaitan dengan tindak keja-
hatan Narkoba.

Sasaran Strategis terkait Peningkatan

kualitas produk hukum dan kerjasama

dibidang pecegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkoba adalah:

1) Meningkatnya kualitas peraturan
perundang-undangan, kajian hu-
kum, penyelesaian sengketa hu-
kum, dan bantuan hukum, serta
dokumentasi hukum.

2). Meningkatnya pelaksanaan kerja-
sama Badan Narkotika Nasional
dengan organisasi pemerintah dan

Slamet Pribadi

non-pemerintah dalam dan luar ne-
geri.

f. Sasaran Strategis tujuan terkait Pengu-
atan tata kelola pemerintahan di ling-
kungan Badan Narkotika Nasional
adalah:

1) Meningkatnya perencanaan dan
penganggaran yang terpadu, ber-
basis kinerja, dan Kerangka Penge-
luaran Jangka Menengah (KPJM)
di lingkungan Badan Narkotika
Nasional.

2) Meningkatnya layanan sistem ko-
munikasi informasi kelembagaan,
administrasi  kelembagaan, dan
pengelolaan barang milik negara/
SIMAK

3) Meningkatnya profesionalisme pe-
gawai dan kehandalan organisasi
BNN.

4) Meningkatnya efektifitas dan efi-
siensi sistem dan prosedur pembu-
kuan dan pelaporan keuangan se-
suai Sistem Akuntansi Instansi/
SAL

5) Meningkatnya kualitas penelitian
dan pengelolaan data informasi.

6) Meningkatnya pengawasan dan
pengendalian akuntabilitas kinerja
dan keuangan.

7) Meningkatnya kecepatan dan kete-
patan pelayanan pengujian sampel
Narkoba.

Dalam rangka mendukung pencapaian
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Mene-
ngah Nasional (RPJMN) tahap II tahun 2010-
2015, arah kebijakan dan strategi BNN adalah
sebagai berikut:

a. Melakukan ekstensifikasi dan intensifi-
kasi pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkoba. Strategi yang
dilakukan dengan cara membangun dan
meningkatkan pengetahuan, pemaha-
man, dan kesadaran masyarakat terha-
dap bahaya penyalahgunaan dan pere-
daran gelap Narkoba.

b. Melakukan ekstensifikasi dan intensi-
fikasi pemberdayaan masyarakat dalam
pencegahan dan pemberantasan penya-
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lahgunaan dan peredaran gelap Nar-
koba Strategi yang dilakukan dengan
cara mendorong peran serta masyarakat
dalam menciptakan lingkungan bebas
Narkoba.

c. Memfasilitasi penyediaan sarana terapi
dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/
atau pecandu Narkoba Strategi yang
dilakukan dengan cara meningkatkan
kemampuan pelayanan terapi dan
rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau
pecandu Narkoba.

d. Memberantas sindikat jaringan pe-
nyalahgunaan  dan peredaran gelap
Narkoba baik dari Luar maupun Dalam
Negeri. Strategi yang dilakukan dengan
cara memetakan dan mengungkap sin-
dikat jaringan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkoba serta menyita
aset pelaku tindak kejahatan Narkoba.

e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan
di Lingkungan Badan Narkotika Nasio-
nal. Strategi yang dilakukan dengan
cara membangun budaya organisasi
yang menjunjung tinggi Good Gover-
nance di lingkungan Badan Narkotika
Nasional.

E. Peranan BNN Dalam Pencegahan Tin-
dak Pidana Narkotika
Ganja (Cannabis Sativa) banyak tumbuh
di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan
telah sejak lama digunakan oleh penduduk
sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari.
Tanaman Erythroxylon Coca (Cocaine) ba-
nyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu
itu hanya diperuntukkan bagi ekspor.
Untuk menghindari pemakaian dan aki-
bat-akibat yang tidak diinginkan, Peme-
rintah Belanda membuat Undang-undang
(Verdovende Middelen Ordonantie)
yang mulai diberlakukan pada tahun
1927 (State Gazette No.278 Juncto 536).
Meskipun demikian obat-obatan sinte-
tisnya dan juga beberapa obat lain yang
mempunyai efek serupa (menimbulkan
kecanduan) tidak dimasukkan dalam
perundang-undangan tersebut. 1

Dengan semakin merebaknya kasus pe-
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nyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka
Undang-Undang Anti Narkotika mulai dire-
visi. Sehingga disusunlah Undang-Undang
Anti Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, me-
nyusul dibuatnya Undang-Undang Psikotro-
pika Nomor 5 Tahun 1997. Dalam Undang-
Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ke-
tentuan pidana terhadap pelaku kejahatan
narkotika, dengan pemberian sanksi terberat
berupa hukuman mati. Tujuan dibentuknya
undang-undang ini adalah untuk menjamin
ketersediaan narkotika untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan/atau pengem-bangan
ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya/pe-
nyalahgunaan narkotika dan memberantas
peredaran gelap narkotika.*

Pencegahan dan Pemberantasan terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
dilakukan dengan membangun upaya pence-
gahan yang berbasis masyarakat, termasuk
didalamnya melalui jalur pendidikan sekolah
maupun luar sekolah dengan menggugah dan
mendorong kesadaran masyarakat, kepedulian
san peran serta aktif masyarakat. Motto yang
menjadi pendorong semangat adalah “Mence-
gah Lebih Baik Daripada Mengobati.””*!

Pemerintah juga mengupayakan kerja-
sama bilateral, regional, multilateral dengan
negara lain dan/atau badan internasional guna
mencegah dan memberantas penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan
kepentingan nasional. Pemerintah membentuk
sebuah badan koordinasi narkotika tingkat
nasional yang bertanggung jawab langsung
kepada Presiden. Badan tersebut mempunyai
tugas melakukan koordinasi dalam rangka
ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narko-
tika.

Di dalam penjelasan Keputusan Presiden
Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Nar-
kotika Nasional dinyatakan bahwa Badan Nar-
kotika Nasional (BNN) dalam kegiatan Pence-
gahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan
Peredaran

Gelap Narkotika melaksanakan beberapa
peran yaitu sebagai berikut :

a. Bidang Pencegahan, dengan membe-
rikan pembinaan kepada masyarakat
tentang bahaya narkotika, mendorong
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dan menggugah kesadaran masyarakat
untuk tidak mengkonsumsi narkotika,
serta membangktikan peran aktif serta
kepedulian masyarakat untuk meme-
rangi narkotika.

b. Bidang Rehabilitasi, dilakukan de-
ngan cara medis dan sprtitual dalam
mengobati orang yang telah mengkon-
sumsi narkotika yang bertujuan untuk
menyembuhkan dan memulihkan kese-
hatan fisik dan mental jiwa dri pda
pemakai narkotika. Rehabilitasi sosial
bekas pecandu narkotika dilakukan
pada lembaga rehabilitasi sosial yang
ditunjuk oleh Menteri Sosial.

c. Bidang Penegakan Hukum, mengge-
lar operasi rutin dengan target daerah
merah (kawasan jual-beli) untuk dijadi-
kan kawasan hijau (wilayah bebas
narkoba). Hal ini merupakan langkah
untuk meminimalkan atau memben-
dung penyalahgunaan narkoba yang
tidak mengenal waktu, lokasi dan kor-
bannya.22

Berdasarkan ketentuan tersebut Badan
Narkotika Nasional (BNN) dapat berkoordi-
nasi dan memberdayakan peran serta masyara-
kat. Dalam hal ini masyarakat mempunyai
kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpe-
ran serta dalam membantu upaya pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan pe-
redaran gelap narkotika. Masyarakat wajib me-
laporkan kepada pejabat yang berwenang
apabila mengetahui adanya penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika, melalui Pera-
turan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 yang
merupakan revisi dari Keputusan Presiden
Nomor 17 Tahun 2002.

Peran Badan Narkotika Nasional jika di-
kaitkan dengan pencegahan tindak pidana
narkotika berdasarkan Pasal 3, Peraturan Pre-
siden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan
Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provin-
si, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota ada-
lah sebagai berikut :

a. Melakukan pengkoordinasian dengan
instansi pemerintah terkait dalam pe-
nyusunan kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan operasional di bidang keter-

Slamet Pribadi

sediaan dan pencegahan, pemberanta-
san penyalahgunaan dan peredaran ge-
lap narkotika, psikotropika, prekursor
dan bahan adiktif lainnya atau dapat
disingkat dengan P4GN.

. Membentuk satuan satgas yang terdiri

atas unsur instansi pemerintah terkait
sesuai dengan tugas, fungsi dan kewe-
nangannya masing-masing.

Menyusun perumusan kebijakan na-
sional di bidang pencegahan dan pem-
berantasan penyalahgunaan dan pere-
daran gelap narkotika, psikotropika,
dan prekursor serta bahan adiktif lain-
nya kecuali bahan adiktif untuk tem-
bakau dan alkohol yang selanjutnya
disingkat dengan P4GN;

Menyusun dan perumusan kebijakan
teknis pencegahan, pemberdayaan ma-
syarakat, pemberantasan, rehabilitasi,
hukum dan kerja sama di bidang
P4GN;

Melaksanakan pembinaan teknis di bi-
dang PAGN kepada instansi vertikal di
lingkungan BNN;

Menyelenggarakan pembinaan dan pe-
layanan administrasi di lingkungan
BNN;

. Melaksanakan fasilitasi dan pengoordi-

nasian wadah peran serta masyarakat;

. Melaksanakan penyelidikan dan pe-

nyidikan penyalahgunaan dan pereda-
ran gelap narkotika dan prekursor nar-
kotika;

Melakukan pemutusan jaringan keja-
hatan terorganisasi di bidang narkotika,
psikotropika, dan prekursor serta ba-
han adiktif lainnya, kecuali bahan
adiktif untuk tembakau dan alkohol;
Peningkatan kemampuan lembaga re-
habilitasi penyalahguna dan/atau pe-
candu narkotika dan psikotropika serta
bahan adiktif lainnya, kecuali bahan
adiktif untuk tembakau dan alkohol
berbasis komunitas terapeutik atau
metode lain yang telah teruji keberha-
silannya;

Melaksanakan kerja sama nasional,
regional, dan internasional di bidang
P4GN;
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Dalam Melaksanakan P4GN dengan
membentuk satuan tugas yang terdiri atas
unsur instansi pemerintah terkait sesuai de-
ngan tugas, fungsi dan kewenangannya masing
masing di bidang Pencegahan, Pemberantasan,
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narko-
tika pencegahan yang ditempuh oleh Badan
Narkotika Nasional (BNN) adalah sebagai be-
rikut :

Pencegahan Primer, ditujukan pada
anak-anak dan generasi muda yang
belum pernah menyalahgunakan narko-
ba. Semua sektor masyarakat yang ber-
potensi membantu generasi muda untuk
tidak menyalahgunakan narkoba Kegia-
tan pencegahan primer terutama dilaksa-
nakan dalam bentuk penyuluhan, pene-
rangan dan pendidikan.
Pencegahan Sekunder adalah pencega-
han yang ditujukan pada anak-anak atau
generasi muda yang sudah mulai men-
coba-coba menyalahgunakan narkoba.
Sektor-sektor masyarakat yang dapat
membantu anak-anak, generasi muda
berhenti menyalahgunakan narkoba.
Pencegahan Tertier ditujukan pada kor-
ban Narkoba atau bekas korban narkoba.
Sektor-sektor masyarakat yang bisa
membantu bekas korban Narkoba untuk
tidak menggunakan Narkoba lagi.
Kegiatan pencegahan tertier dilaksana-
kan dalam bentuk bimbingan sosial dan
konseling terhadap yang bersangkutan
dan keluarga serta kelompok sebayanya,
penciptaan lingkungan sosial dan penga-
wasan sosial yang menguntungkan bekas
korban untuk mantapnya kesembuhan,
pengembangan minat, bakat dan kete-
rampilan kerja, pembinaan orang tua, ke-
luarga, teman dmn korban tinggal, agar
siap menerima bekas korban dengan baik
jangan sampai bekas korban kembali
menyalahgunakan Narkotika.”

Pemakaian narkoba sering diikuti oleh
masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta
gangguan mental dan moral. Pengobatannya
harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari
narkoba secara khusus. Pengobatan terhadap
pemakai narkoba sangat rumit dan membu-
tuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, ke-
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luarga, dan penderita. Inilah sebabnya menga-
pa pengobatan pemakai narkoba memerlukan
biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal.

BNN melakukan Program Represif se-
cara ketat dalam kerangka upaya penegakan
hukum. Program tersebut merupakan program
penindakan terhadap produsen, bandar, penge-
dar dan pemakai berdasar hukum. Program ini
memerlukan koordinasi dan kerjasama antar
instansi pemerintah yang berkewajiban menga-
wasi dan mengendalikan produksi maupun
distribusi semua zat yang ter-golong narkoba.

Selain mengendalikan produksi dan
distribusi, program represif berupa penindakan
juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pe-
langgar undang-undang tentang narkoba.

Upaya pencegahan di bidang Penegakan
Hukum BNN merupakan upaya terpadu dalam
pemberantasan narkoba secara kompherehen-
sif, organisasi kejahatan narkoba dengan me-
nerapkan undang-undang dan peraturan-
peraturan secara tegas, konsisten dan dilaku-
kan dengan sungguh-sungguh, serta adanya
kerjasama antar instansi dan kerjasama inter-
nasional yang saling menguntungkan.

Konsep strategi dalam penegakan hukum
tersebut, merupakan upaya strategi yang ber-
sifat jangka pendek dan jangka panjang. Arti-
nya tanggungjawab BNN dalam melakukan
tindakannya mengedepankan tindakan yang
didasari konsolidasi serta profesional dalam
berkoordinasi dan dalam melakukan tindakan
hukum represif.

Kejahatan narkotika menjadi masalah
kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara
telah dilakukan pemerintah untuk membe-
rantas kejahatan yang telah merenggut banyak
nyawa dan merusak moral anak bangsa ini.
Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai
dengan diundangkannya Undang-Undang No-
mor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang
menggantikan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1997 tentang Narkotika, atas dasar latar
belakang seiring dengan perkembangan keja-
hatan narkotika, undang-undang tersebut
dianggap sudah tidak lagi memadai.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika yang di dalamnya
diatur hal-hal yang diperbolehkan serta yang
dilarang, juga sanksi hukumnya. Badan Nar-
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kotika Nasional sebagai institusi non Depar-
temen memiliki legitimasi kewenangan fung-
sional yang diharapkan mampu memerangi
secara representatif kejahatan penyalahgunaan
narkoba, termasuk dalam rangka proses pe-
nyelesaian perkara terhadap seseorang atau
lebih yang telah melakukan tindak pidana nar-
kotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika
Nasional diberi kewenangan untuk melakukan
penyelidikan dan penyidikan, hal mana da-
lam undang-undang sebelumnya kewenangan
tersebut tidak diberikan kepada BNN. Bahkan
status kelembagaan Badan Narkotika Nasional
pun ditingkatkan. Efektifitas berlakunya un-
dang-undang ini sangatlah tergantung pada
seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini
seluruh intansi yang terkait langsung, yakni
Badan Narkotika Nasional serta para penegak
hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang
sangat penting adalah perlu adanya kesadaran
hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna
menegakkan kewibawaan hukum dan khusus-
nya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun
2009, maka peran Badan Narkotika Nasional
bersama masyarakat sangatlah penting dalam
membantu proses penegakan hukum terhadap
tindak pidana narkotika yang semakin ter-
struktur.

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewe-
nangan.
a. Kedudukan
Badan Narkotika Nasional (BNN) ada-
lah Lembaga Pemerintah Non Kemen-
terian yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Presiden
melalui koordinasi Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan BNN
dipimpin oleh seorang Kepala.
b. Tugas
1). Menyusun dan melaksanakan kebi-
jakan nasional mengenai pencega-
han dan pemberantasan penyalah-
gunaan dan peredaran gelap Nar-
koba.
2). Mencegah dan memberantas pe-
nyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkoba.

C.

3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).

Slamet Pribadi

Berkoordinasi dengan Kepala Ke-
polisian Negara Republik Indone-
sia dalam pencegahan dan pembe-
rantasan penyalahgunaan dan pe-
redaran gelap Narkoba.
Meningkatkan kemampuan lemba-
ga rehabilitasi medis dan rehabili-
tasi sosial pecandu Narkotika, baik
yang diselenggarakan oleh peme-
rintah maupun masyarakat.
Memberdayakan masyarakat da-
lam pencegahan dan pemberan-
tasan penyalahgunaan dan pereda-
ran gelap Narkoba;

Memantau, mengarahkan, dan me-
ningkatkan kegiatan masyarakat
dalam pencegahan dan pemberan-
tasan penyalahgunaan dan pereda-
ran gelap Narkoba.

Melakukan kerjasama bilateral dan
multilateral, baik regional maupun
internasional, guna mencegah dan
memberantas peredaran gelap Nar-
koba.

Mengembangkan laboratorium
narkotika dan prekursor Narkotika.
Melaksanakan administrasi penye-
lidikan dan penyidikan terhadap
perkara penyalahgunaan dan pere-
daran gelap Narkoba.

10). Membuat laporan tahunan menge-

nai pelaksanaan tugas dan wewe-
nang.

Fungsi

).

2).

3).

4).

5).

Penyusunan dan perumusan kebi-
jakan nasional di bidang P4GN.
Penyusunan, perumusan dan Pe-
netapan norma, standar, prosedur
dan kriteria PAGN.

Penyusunan perencanaan, program
dan anggaran BNN.

Penyusunan dan perumusan kebi-
jakan teknis pencegahan, pember-
dayaan masyarakat, pemberanta-
san, rehabilitasi, hukum dan kerja
sama di bidang PAGN.
Pelaksanaan kebijakan nasional
dan kebijakan teknis P4GN di
bidang Pencegahan, Pemberdayaan
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Masyarakat, Pemberantasan, Reha-
bilitasi, Hukum dan Kerja Sama.

6). Pelaksanaan pembinaan teknis di
bidang P4GN kepada instansi ver-
tikal di lingkungan BNN.

7). Pengoordinasian instansi pemerin-
tah terkait dan komponen masyara-
kat dalam rangka penyusunan dan
perumusan serta pelaksanaan kebi-
jakan nasional di bidang PAGN.

8). Penyelenggaraan pembinaan dan
pelayanan administrasi di lingku-
ngan BNN.

9). Pelaksanaan fasilitasi dan pengoor-
dinasian wadah peran serta masya-
rakat.

10).Pelaksanaan penyelidikan dan pe-
nyidikan penyalahgunaan pereda-
ran gelap Narkoba;

11).Pelaksanaan pemutusan jaringan
kejahatan terorganisasi di bidang
Narkoba;

12). Pengoordinasian instansi peme-
rintah terkait maupun komponen
masyarakat dalam pelaksanaan re-
habilitasi dan penyatuan kembali
ke dalam masyarakat serta perawa-
tan lanjutan bagi penyalahgunaan
dan/atau pecandu Narkoba.

13).Pengoordinasian peningkatan ke-
mampuan lembaga rehabilitasi me-
dis dan rehabilitasi sosial pecandu
Narkoba yang diselenggarakan o-
leh pemerintah maupun masyara-
kat.

14). Peningkatan kemampuan lembaga
rehabilitasi penyalahgunaan dan/
atau pecandu Narkoba berbasis ko-
munitas terapeutik atau metode
lain yang teruji keberhasilannya.

15). Pelaksanaan penyusunan, pengka-
jian, dan perumusan peraturan per-
undang-undangan serta pemberian
bantuan hukum di bidang P4GN.

16). Pelaksanaan kerja sama nasional,
regional, dan internasional di bi-
dang P4GN.

17). Pelaksanaan pengawasan fungsio-
nal terhadap pelaksanaan P4GN di
lingkungan BNN.

18). Pelaksanaan koordinasi pengawa-
san fungsional instansi pemerintah
terkait dan komponen masyarakat
di bidang P4AGN.

19). Pelaksanaan penegakkan disiplin,
kode etik pegawai BNN, dan kode
etik profesi penyidik BNN.

20). Pelaksanaan pendataan dan infor-
masi nasional, penelitian dan pe-
ngembangan, dan pendidikan dan
pelatihan di bidang PAGN.

21). Pelaksanaan pengujian Narkoba.

22). Pengembangan laboratorium uji
Narkoba.

23). Pelaksanaan evaluasi dan pelapo-
ran pelaksanaan kebijakan nasional
di bidang PAGN.

d. Kewenangan

Kewenangan BNN secara umum terli-

hat secara implisit pada tugas-nya,

namun kewenangan yang dikhususkan
oleh undang-undang adalah tugas da-
lam melaksanakan pemberantasan jari-
ngan sindikat Narkoba, BNN berwe-
nang melakukan penyelidikan dan
penyidikan.

e. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana dise-

but dalam Peraturan Presiden RI No-

mor 23 tahun 2010 tentang Badan Nar-
kotika Nasional adalah sebagai berikut:

1). Kepala BNN.

2). Sekretariat Utama.

3). Deputi Bidang Pencegahan.

4). Deputi Bidang Pemberdayaan
Masyarakat.

5). Deputi Bidang Pemberantasan.

6). Deputi Bidang Rehabilitasi.

7). Deputi Bidang Hukum dan Kerja
Sama.

8). Inspektorat Utama.

9). Instansi Vertikal.

2. Program kegiatan

Program kegiatan upaya Pencegahan,
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika (P4GN) terhadap tindak pida-
na narkotika yang dilakukan Badan Narkotika
Nasional didasari oleh kebijakan dan strategi
Nasional.
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Adapun pelaksanaan program kegiatan
yang difokuskan pada tiga bidang, yaitu :
a. Supply Reduction (pemberantasan jari-

batkan 3.220 orang yang berasal dari
lingkungan pendidikan, tenaga kerja,
media massa, dan penyandang cacat.

ngan sindikat Narkotika).

BNN melalui satgas-satgas di bidang

penegakan hukum telah dilakukan ber-

bagai langkah dan upaya untuk meng-
hentikan serta memutus mata rantai

jaringan dan pasokan Narkotika di

pasaran, melalui upaya-upaya antara

lain :

1) Pengawasan terhadap peredaran
Narkotika, khususnya prekursor
yang merupakan bahan utama
pembuat Narkotika, dengan cara
memonitor para importir atau
distributor bahan prekursor.

2) Latihan operasi maritim bersama
interdiksi antara BNN dengan TNI
Angkatan Laut yang merupakan
tindak lanjut dari penandatanganan
nota kesepahaman beberapa waktu
lalu.

3) Sosialisasi dan pengawasan pre-
kursor untuk para penegak hukum
di 11 propinsi. Melalui kegiatan ini
diharapkan dapat meningkatkan
pengetahuan para petugas di lapa-
ngan mengenai mekanisme dan
proses pengawasan prekursor.

4) Peningkatan kemampuan aparat
penegak hukum di bidang penye-
lidikan tindak pidana narkotika
melalui pelatihan controlled deli-
very dan computer based training.

. Primary Demand Reduction (aktualisa-
si partisipasi masyarakat).

Guna mendorong partisipasi masya-

rakat dalam menekan penyalahgunaan

Narkotika, juga telah dilaksanakan

berbagai kegiatan preventif. Penyulu-

han dan penerangan tentang bahaya
penyalahgunaan Narkotika di 33 pro-
pinsi kepada berbagai lapisan masya-
rakat, seperti lingkungan pendidikan,
tokoh agama, tokoh masyarakat, ins-
tansi pemerintah dan swasta, para ibu,
mahasiswa, pelajar, LSM, dan pemuda.

Selain itu juga dilaksanakan upaya

pemberdayaan masyarakat yang meli-

C.

Demand Reduction (penyembuhan pe-
nyalahguna Narkotika), diimplemen-
tasikan dalam kegiatan terapi dan reha-
bilitasi korban penyalahgunaan Narko-
tika. Kemudian melaksanakan kegia-
tan-kegiatan lain di bidang terapi reha-
bilitasi yaitu :

1). Family support group, untuk mem-
berikan pemahaman dan kete-
rampilan praktis bagi orang tua
dan keluarga dalam mendukung
kesembuhan para pecandu.

2). Recovery dari segi sosial bagi para
pecandu, Narkotika melalui kegia-
tan bermusik dan olahraga sepak
bola.

3). Pengembangan sistem dan metode
dengan memberikan akses kunju-
ngan untuk keperluan penelitian,
studi banding ataupun konsultasi
seputar upaya penanggulangan
korban Narkotika.

F. Kewenangan Penyidik Badan Narkoti-
ka Nasionalterhadap Tindak Pidana Pe-
nyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan

tindak pidana yang mempunyai kekhususan
tersendiri dibandingkan tindak pidana umum-
nya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika
sebagai berikut :

1.

Suatu kejahatan terorganisir dalam jari-
ngan sindikat, jarang kasus narkotika
tidak merupakan sindikat terutama
heroin.

Berlingkup Internasional, tidak lokal
sifatnya. Walaupun di Indonesia tana-
man ganja dapat tumbuh, tapi konsu-
mennya diseluruh dunia sehingga dapat
dikirim keluar negeri.

Pelakunya dengan sistem sel artinya
antara konsumen dan pengedar tidak
ada hubungan langsung (terputus) se-
hingga apabila konsumen tertangkap
maka sulit untuk diketahui pengedar-
nya, demikian pula sebaliknya.
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4. Dalam tindak pidana narkotika pelaku
juga korban sehingga kejahatan narko-
tika pelaporannya sangat minim.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika telah memberikan petunjuk
secara substansial terkait jenis tindak pidana
narkotika beserta ancaman sanksi dan proses
tindakan hukum penyidikannya. Maka sudah
selayaknya, tanggungjawab negara untuk
memerangi tindak pidana tersebut sesuai ke-
hendak perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal penyidikan yang menjadi
kewenangan penyidik BNN terkait adanya
suatu tindak pidana Narkotika, maka tindakan
kewenangan penegakan hukum penyidik
dilandasi Dasar Hukum: KUHAP dan Pasal 75
sampai dengan Pasal 97 Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam hal tindakan hukum penyidikan
oleh penyidik BNN terhadap pelaku tindak
pidana narkotika, pihak penyidik BNN mela-
kukan tindakan berdasarkan Standart Operatio-
nal Procedur (SOP), yakni dimulai dengan
penyelidikan berupa pencarian informasi yang
dilakukan oleh penyelidik terbagi dua yaitu
Informasi Terbuka dan Informasi Tertutup.

1. Informasi terbuka terdiri dari informasi

yang diberikan oleh warga masyarakat,
termasuk didalamnya Cepu (pencari
informasi).
Motivasi masyarakat dalam memberita-
hu/memberikan informasi kepada pihak
penyelidik bisa beraneka ragam. Mulai
dari kesadaran tentang bahaya drugs,
sampai dengan kebutuhan akan imba-
lan materi.

2. Informasi tertutup merupakan informa-
si yang sifatnya rahasia atau untuk
kalangan terbatas.

Setelah mendapatkan Informasi, terda-

pat mekanisme tertentu dalam mem-

buat laporan informasi, yaitu :

a. Informasi yang didapat dituangkan
oleh Penyelidik dalam bentuk La-
poran Informasi secara tertulis,
untuk dianalisa.

b. Apabila setelah diperiksa laporan
tersebut dapat dipercaya kebena-
rannya, maka pejabat terkait mela-
porkan kepda atasannya untuk di
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tindak lanjuti.

c. Selanjutnya atasan Pejabat yang
bersangkutan menindaklanjuti de-
ngan menerbitkan Surat Perintah
Penyelidikan. Hampir sama de-
ngan tindak pidana lainnya, penyi-
dikan kasus penyalahgunaan nar-
kotika, dimulai setelah ditemukan-
nya barang bukti.

Upaya-upaya pencarian informasi dari
barang bukti dilakukan oleh penyidik dalam
bentuk :

1. Observasi: Pengamatan terhadap orang,
sasaran, target, tempat dan barang yang
dicurigai terkait dengan peredaran nar-
koba. Pengamatan/observasi merupa-
kan proses awal.

Di BNN, Pengamatan dilakukan oleh

tim Intelejen.

2. Surveillance: Kegiatan pembuntutan
terhadap orang, sasaran atau target.
Surveilance adalah pengawasan terha-
dap seseorang khususnya orang yang di
curigai, tahanan, atau yang semacam-
nya dengan tujuan mengontrol, menga-
rahkan dan pengawasan. Kegiatan ini
biasanya dilakukan seperti kegiatan
mata-mata. Dalam pelaksanaan survai-
lance, penggunaan teknologi seperti
CCTV, teknologi satelit, telepon sangat
diutamakan.

3. Undercover: kegiatan penyamaran dan
atau penyusupan yang dilakukan oleh
petugas kedalam kelompok jaringan.
Untuk kepentingan inilah biasanya
penyidik dan penyelidik kasus pidana
khususnya drugs tampilannya sering
kali seperti preman.

4. Undercover Buy: kegiatan penyamaran
yang dilakukan oleh petugas untuk me-
lakukan pembelian terselubung. Dalam
surat edaran Mahkamah Agung Nomor
7 Tahun 2009 Tentang Menem-patkan
Pengguna Narkotika Kedalam Panti
dan Rehabilitasi, Pembelian terselu-
bung disahkan untuk dilakukan agar
tersangka dapat tertangkap tangan me-
miliki drugs.

5. Controlled Delivery: yaitu kegiatan
pembuntutan terhadap sasaran orang
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dan atau barang yang akan diserahkan
kepada pihak lain yang diduga sebagai
bagian dari jaringan. Kegiatan ini dila-
kukan dengan cara pembuntutan pengi-
riman. Biasanya penyelidik bekerja sa-
ma dengan pihak pos untuk mendapat-
kan informasi jaringan de-ngan men-
cari tahu terlebih dahulu kurir. Apabila
kurirnya dapat diajak berkerjasama,
maka akan memudahkan kinerja pe-
nyelidik.

6. Phone Intercep: Yaitu penyadapan te-
lepon yang dilakukan oleh petugas ter-
hadap telepon sasaran. Didalam un-
dang-undang nomor 35 tahun 2009
juga sudah disahkan beberapa alat buk-
ti baru yang sah, diantaranya alat pere-
kam.

Setelah tahapan pnyelidikan telah selesai
maka dalam tahap penyidikan ditindaklanjuti
dengan tahapan, Penetapan Tersangka, ber-
dasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan
Pengguna Narkotika Kedalam Panti dan Re-
habilitasi, penentuan seorang yang telah ter-
tangkap tangan memiliki/ mengkonsumsi
narkoba akan dilanjutkan ke proses peradilan
atau akan dimasukkan ke panti rehabilitasi
tergantung pada kuantitas Narkoba.

Tersangka yang akhirnya dimasukkan ke
panti rehabilitasi adalah yang apabila Nar-
kotika yang ditemukan maksimal sebagai
berikut :

1. Heroin / Putau : Maksimal 0,15 gram

2. Kokain : Maksimal 0,15 gram

3. Morphin : Maksimal 0,15 gram

4. Ganja : Maksimal 1 linting rokok,

dan/atau 0,005 gram
Ekstacy : Maksimal 1 butir / tablet
Shabu : Maksimal 0,25 gram

7. Dan lain-lain, termasuk juga Narkotika
I sampai dengan III juga Psikotropika
Golongan I sampai dengan IV.

Tahapan Penetapan Barang Bukti,
prosedur setelah menemukan/menyita barang
bukti, adalah uji barang bukti sebanyak dua
kali. Pertama menggunakan Test kif, dan yang
kedua diuji di Laboratorium uji narkoba BNN.
Dari jumlah semua barang bukti, hanya 2,5
persen yang disisakan. 1% untuk barang bukti
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di kejaksaan, dan 1,5 % untuk di uji di labo-
ratorium setelah teruji, barang bukti diserah-
kan kepada kejaksaan. Terhitung mulai dari
hari ditemukannya/disitanya barang bukti,
maksimal tiga hari berikutnya barang bukti
tersebut sudah harus dilimpahkan ke kejaksaan
untuk menentukan. statusnya. Akan menjadi
masalah bagi penyidik apabila dalam 3 hari
barang bukti tidak juga dilimpahkan ke kejak-
saan.

Terdapat 3 kemungkinan status yang
akan diberikan kepada barang bukti tersebut
yaitu :

1. Kesehatan, dilimpahkan kepada pihak-
pihak terkait dengan kesehatan. seperti
Rumah sakit atau instansi terkait
lainnya.

2. Pendidikan, dilimpahkan kepada ins-
tansi Pendidikan untuk kepentingan
ilmu pengetahuan.

3. Langsung di musnahkan.

Setelah statusnya di tetapkan, maksimal
7 hari berikutnya tindakan kepada barang bukti
harus sudah dilakukan. Apabila belum cukup,
kejaksaan akan memberikan waktu tambahan
selama 7 hari. Jadi, jumlah waktu yang dibe-
rikan kepada penyidik adalah 2143 hari.
Dengan atau tanpa tersangka, tindakan kepada
barang bukti harus sudah dilakukan. Setelah
proses panjang penetapan barang bukti, dan
semua berkas yang terkait telah dipelajari dan
di nyatakan lengkap, barulah turun P21 dan
kasus telah siap untuk di limpahkan ke penga-
dilan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas
profesionalitas penyidik BNN dalam melaku-
kan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan
narkoba, meskipun bersifat sementara Deputi
Pemberantasan BNN membagi penyidik atas 7
tim, yang disesuaikan dengan spesifikasi dari
masing-masing penyidik dan objek penyidi-
kan, antara lain :

1. Narkotika Alami : Obat yang langsung
bisa dipakai sebagai drugs tanpa perlu
adanya proses fermentasi, isolasi dan
proses lainnya Penyidik yang fokus pa-
da kasus narkotika alami hanya mena-
ngani peredaran narkotika yang berasal
dari tumbuhan seperi ganja, opium dan
heroin.
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2. Penyidik Interdiksi: Dalam Penjelasan

pasal 75 huruf h, undang-undang no-
mor 35 tahun 2009 tentang narkotika
dijelaskan bahwa :

Yang dimaksud dengan “interdiksi”
adalah mengejar dan/atau menghenti-
kan seseorang/kelompok orang, kapal,
pesawat terbang, atau kendaraan yang
diduga membawa Narkotika dan Pre-
kursor Narkotika, untuk ditangkap
tersangkanya dan disita barang bukti-
nya.”

Tim penyidik interdiksi ini fokus pada
pergerakan narkotika kedalam dan
keluar Indonesia. Tim ini dibagi men-
jadi 2 kelompok, yaitu interdiksi ban-
dara dan interdiksi pelabuhan. Dalam
strukturnya, penyidik Interdiksi juga
melakukan kerjasama dengan pihak
Bea-Cukai.

. Tim Penyidik Sintesis: Terbagi menja-

di penyidik sintesis dan semi sintetis,
fokus terhadap kasus-kasus drugs jenis
Sisntesis dan semi sintesis. Yang dise-
but sebagai sintetis adalah drugs yang
biasanya melalui tahapan yang bersifat
sintetis, dan umumnya digunakan un-
tuk kepentikan medis dan ilmu penge-
tahuan seperti Aphetamine, metadon
dan banyak lagi. Sedangkan yang dika-
takan sebagai Semi sintetis adalah
obat-obatan yang diproduksi dengan
cara ekstraksi, isolasi, dan sebagainya.
Contohnya Morfin, Kodein, dan lan-
lain.

. Penyidik Prekursor: Penyidik Prekursor

merupakan personel penyidik yang
mempunyai kompetensi pada bahan-
bahan yang berpotensi untuk dijadikan
drugs. Penyidik ini dapat menganalisa
kemungkinan-kemungkinan suatu ba-
han yang nantinya akan diolah menjadi
drugs Kembali kepada asas tertangkap
tangan, sebelum terdapat kepastian
akan perencanaan pengolahan bahan
untuk menjadi drugs tertentu, penyidik
precursor hanya bersifat mengawasi
keberadaan bahan-bahan tersebut.

. Tim Intelejen: Tim Intelejen bertugas

mencari data. Tim ini tidak mempunyai

kewenangan untuk melakukan penyi-
dikan. Apabila menemukan informasi
mengenai suatu kasus, Tim Intelejen
langsung turun ke lapangan untuk
mengumpulkan data yang terkait denan
kasus, dan memberi tinformasi kepada
Tim yang sesuai dengan jenis kasus
drugs yang ada.

6. Den Kejar : Tim ini serupa dengan unit
Buru sergap (Buser) di kepolisian. Den
Kejar di BNN merupakan tim yang
memang ditugaskan untuk melakukan
pengejaran terhdap DPO. Tim terbagi
di seluruh wilayah indonesia.

7. Wastabaset (Pengawas Barang Sitaan
Barang bukti dan Aset): Seperti juga
Unit V di Direktorat IV Bareskrim
Polri, Tim Wastabaset BNN bertugas
mengawasi berbagai kasus drugs yang
terkait dengan money laundering. Mo-
ney laundering merupakan salah satu
bentuk kejahatan yang terkait dengan
hampir seluruh bentuk kejahatan lain.

Di bidang pencegahan melalui disemi-
nasi informasi dan advokasi, bidang pember-
dayaan masyarakat melalui pemberdayaan
alternative dan peningkatan peran serta ma-
syarakat, bidang rehabilitasi melalui penguatan
lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, kom-
ponen masyarakat dan melakukan pembinaan
pascarehabilitasi, bidang pemberantasan mela-
lui pelaksanaan intelijen berbasis teknologi,
penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika
alami, penyidikan jaringan peredaran gelap
narkotika sintetis, penyidikan jaringan pereda-
ran gelap psikotropika dan prekursor, pelak-
sanaan interdiksi wilayah udara, laut, darat dan
lintas darat, pelaksanaan penindakan dan
pengejaran serta perawatan tahanan, barang
bukti, penyidikan dan pengelolaan aset serta
bidang hukum dan kerjasama melalui hubu-
ngan kerjasama baik dalam negeri maupun
luar negeri serta melaksanakan penataan pro-
duk hukum dan pelayanan bantuan hukum.

Di samping diperkuat dengan Undang-
Undang dan peraturan pemerintah dan Pera-
turan Presiden, untuk melibatkan seluruh ins-
tansi pemerintah pusat dan daerah dalam
pelaksanaan program P4GN, diperkuat dengan
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dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No-
mor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ke-
bijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pen-
cegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas
P4GN) Tahun 2011 —2015.

G. Penutup

1. Kesimpulan

a. Peranan BNN dalam upaya pencegahan
dan penyalahgunaan narkotika mela-
kukan pembinaan, pengawasan, pence-
gahan dan pemberantasan dengan stra-
tegi; mencegah generasi muda dan
anak usia sekolah dalam penyalahgu-
naan narkotika dengan memasukan
kedalam kurikulum sekolah dasar sam-
pai lanjutan atas. Menyusun dan me-
laksanakan kebijakan nasional menge-
nai pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan melakukan koordinasi
dengan pihak Kepolisian Negara Re-
publik Indonesia. Meningkatkan ke-
mampuan lembaga reabilitasi medis
dan sosial pencandu narkotika baik
pihak pemerintah maupun masyarakat
serta memberdayakan masyarakat.
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b. Penyidik BNN dalam melakukan tin-

dakan hukum terhadap pelaku penya-
lahgunaan narkotika memiliki kewena-
ngan antara lain: memantau, menga-
rahkan dan meningkatkan kegiatan ma-
syarakat dalam pencegahan penyalah-
gunaan dan peredaran gelap narkotika.
Melaksanakan administrasi penyelidi-
kan dan penyidikan terhadap perkara-
perkara narkotika dan melaksanakan
tugas pemberantasan.

2. Saran

a. Dalam meningkatkan peran BNN
melakukan pencegahan, pengawa-
san, tindakan dan pembinaan terkait
pemberantasan terhadap penyalah-
gunaan narkotika di perlukan kon-
sep yang lebih akuntabel serta lebih
transparan dalam mensosialisasikan
dalam masyarakat secara luas.

b. Dalam melakukan tindakan hukum
baik secara prepentif dan represif
diperlukan pengawasan serta pe-
ningkatan kualitas sumber daya
manusia di bidang penyidik agar
lebih proposional
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